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ABSTRAK

Penelitian ini bertitik tolak dari gagasan bahwa hukum merupakan sebuah sistem. yang berart
tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan vyang berdiri lepas tanpa memiliki
keterhubungan dengan peraturan perundangan yang lain. Konsistensi dan koherensi amtar
peraturan perundang-undangan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu sistem hukum
telah berjalan baik. Pada penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga permasalzhan,
yaitu Pengaturan BPHTB dalam peraturan perundang-undangan Indonesiz. Penyebzb
inkonsistensi pengaturan BPHTB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pengaturan idezl BPHTB dzlam
tinjauan sistem hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatzn
yuridis normatif, yang mengkaji norma hukum tertulis dari aspek sistem hukum. Spesifikasi
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Analisis dz
penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukian:
1). Pengaturan BPHTB dalam perundang-undangan Indonesia dimulai dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB hingga Peraturan Pemerintah Nomeor 35 Tzhun 2023.
yang menjadi fokus bahasan penelitian ini. 2). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintzh
Nomor 35 Tahun 2023 tidak konsisten dengan UUPA, Undang-Undang Hak Tanggungan.
Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Jabatan PPAT. 3). Pengaturan
ideal BPHTB merupakan sintesis dari tiga aspek sebagaimana dicetuskan R.Mansury, yaitu
Revenue Productivity, Equality/Equity, Ease of Administration. Maka, BPHTB untuk jual beli
idealnya ditetapkan pada saat pembuatan PPJB Lunas di hadapan PPAT.

Kata Kunci: Sistem Hukum, BPHTB, PPJB, PPAT
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ABSTRACT

This research stems from the idea that law is a system. Consistency and coherence between laws
and regulations are the benchmarks to assess whether a legal system has run well. In this study,
the discussion will focus on three issues, namely BPHTB arrangements in Indonesian legislation,
the causes of inconsistencies in BPHTB arrangements in Government Regulation No. 35 of 2023
concerning General Provisions of Regional Taxes and Regional Levies, and ideal BPHTB
arrangements in the legal system review. The approach method in this research is the normative
juridical approach method, which examines written legal norms from the aspect of the legal
system. The research specification used is descriptive analytical. The data used in this research
is secondary data, with data collection methods in the form of literature studies. This research
data analysis uses normative qualitative data analysis. The results of this study show: 1). BPHTB
arrangements in Indonesian legislation starting with Law Number 21 of 1997 concerning
BPHTB to Government Regulation Number 35 of 2023, which is the focus of this research. 2).
The provisions of Article 18 paragraph (2) of Government Regulation No. 35 of 2023 are
inconsistent with the UUPA, Mortgage Law, Government Regulation on Land Registration, and
PPAT Regulation of Title. 3). The ideal of BPHTB arrangement is a synthesis of three aspects as
proposed by R.Mansury, namely Revenue Productivity, Equality/Equity, Ease of Administration.
Therefore, BPHTB for sale and purchase should ideally be determined at the time of making
PPJB Lunas in front of PPAT.
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